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FORMAT A 

 

URUSAN WAJIB KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

 

A. KEBIJAKAN PROGRAM 

Pelaksanaan urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat pada terwujudnya perencanaan pembangunan 

daerah yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan Kota 

Semarang, yang keberhasilannya dapat dilihat dari persentase capaian 

indikator tujuan pembangunan daerah Kota Semarang. 

Adapun program-program dan tujuan program yang dilaksanakan oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tahun 

anggaran 2020 sesuai dengan program-program pada RPJMD Kota Semarang 

tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 

Program ini diarahkan pada terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran 

dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah. 

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 

Program ini diarahkan pada terwujudnya pelayanan sarana prasarana 

aparatur dalam menunjang kinerja perencanaan pembangunan daerah. 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan. 

Program ini diarahkan padaterwujudnya perencanaan serta pelaporan 

kinerja dan keuangan yang berkualitas. 

4. Program Penanganan Bencana. 

Program ini diarahkan saat terjadi bencana yaitu evakuasi serta memberi 

bantuan kepada korban bencana 
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5. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana. 

Program ini diarahkan untuk melatih berbagai elemen masyarakat dalam 

rangka kesiap-siagaan dalam penanganan bencana serta penyebarluasan 

informasi terkait bencana 

6. Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana. 

Program ini diarahkan untuk pasca bencana dengan pemulihan dan 

pembangunan ulang infrastruktur akibat bencana 

 

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. REALISASI KEUANGAN 

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib 

Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

 

NO. REK PROGRAM/ KEGIATAN 
ANGGARAN 
PERUBAHAN 

(RP) 

REALISASI 
ANGGARAN  

(RP) 

PERSEN 
TASE 

    

1.1.05.1.1.05.04.01 
Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

2.513.775.000 1.988.525.683 79,11 

001 Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

3.000.000 3.000.000 100 

002 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

232.250.000 190.839.183 82,17 

008 Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 

215.620.000 197.437.900 91,57 

010 Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

54.430.000 51.470.000 94,56 

011 
Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

29.250.000 27.787.000 95,00 

014 Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

67.000.000 56.828.000 84,82 

016 Penyediaan bahan logistik 
kantor 

340.000.000 209.268.180 61,55 

017 Penyediaan Makanan dan 
Minuman 

283.670.000 184.412.500 65,01 
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028 
Rapat-Rapat Kordinasi 
dan Konsultasi ke Luar 
Daerah 

316.323.000 311.178.701 98,37 

019 
Rapat-Rapat Kordinasi 
dan Konsultasi ke Dalam 
Daerah 

471.250.000 302.950.000 64,29 

032 Penyediaan jasa 
pengamanan 

200.620.000 181.724.719 90,58 

145 Kegiatan penyediaan 
publikasi dan dokumentasi 

30.000.000 23.300.000 77,67 

154 Belanja Jasa Penunjang 
Administrasi Perkantoran 

270.362.000 248.329.500 91,85 

 

 1.1.05.1.1.05.04.02 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

525.028.000 475.794.220 90.62 

007 Pengadaan perlengkapan 
gedung kantor 

62.750.000 60.236.760  95,99  

009 Pengadaan peralatan 
gedung kantor 

81.569.000 68.240.000  83,66  

022 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Gedung 
Kantor 

60.850.000 60.350.000  99,18  

024 
Pemeliharaan 
Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional 

180.000.000 172.918.500  96,07  

026 
Pemeliharaan 
rutin/berkala perlengkapan 
gedung kantor 

31.850.000 14.374.960  45,13  

028 
Pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 

86.300.000 79.041.000  91,59  

139 Pengelolaan Website 21.709.000 20.633.000  95,04  

 

1.1.05.1.1.05.04.06 

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

177.475.000 160.225.000 90,28 

005 Penunjang kinerja pa, ppk, 
bendahara dan pembantu 

177.475.000 160.225.000 90,28 

 

1.1.05.1.1.05.04.27 
Program Penangan 
Bencana 

4.988.252.000 4.615.949.554 92,54 

002 
Pengadaan sarana dan 
prasarana penanganan 
bencana 

75.760.000 70.951.000 93,65 

003 
Pemeliharaan sarana dan 
prasarana bidang 
kebencanaan 

288.356.000 67.495.454 23,41 
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004 
Penyediaan logistik, obat-
obatan dan bantuan 
korban bencana 

3.627.074.000 3.585.620.100 98,86 

005 
Peningkatan Kapasitas 
SDM dalam Tanggap 
Darurat 

12.800.000 10.020.000 78,28 

006 Pusat pengendalian 
operasi 

984.262.000 881.863.000 89,60 

 

1.1.05.1.1.05.04.28 
Program Pencegahan 
dan Penanggulangan 
Bencana 

680.145.000 601.333.600 88,41 

003 Pemetaan rawan bencana 145.530.000 144.526.000 99,31 

004 
Pengurangan resiko 
bencana berbasis 
komunitas (prb bk) 

75.230.000 59.470.000 79,05 

006 Kelurahan Siaga Bencana 124.285.000 117.575.000 94,60 

007 
Pemantauan dan 
Penyebarluasan Informasi 
Potensi Bencana 

41.280.000 20.612.600 49,93 

008 Peningkatan Sumberdaya 
Manusia KSB 

36.490.000 3.820.000 10,47 

009 Peringatan Dini/ EWS 245.520.000 245.010.000 99,79 

011 Sinergitas pembangunan 
kelembagaan bencana 

11.810.000 10.320.000 87,38 

 

1.1.05.1.1.05.04.29 
Program Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 
Bencana 

395.066.000 326.685.000 82,69 

003 
Fasilitasi pemberdayaan 
kehidupan sosial ekonomi 
dampak bencana 

86.708.000 81.680.000 94,20 

004 Pelatihan kajian 
kebutuhan pasca bencana 

10.210.000 9.960.000 97,55 

005 Monitoring Evaluasi dan 
Pelaporan Bencana 

18.620.000 9.460.000 50,81 

007 

Pemulihan kembali 
prasarana dan sarana 
infrastruktur akibat 
bencana 

199.410.000 196.040.000 98,31 

009 

Pemberdayaan 
Mastyarakat Penanganan 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 

12.111.000 11.860.000 97,93 

010 Pengelolaan Bantuan 
Korban Bencana 

68.007.000 17.685.000 26,00 

 

JUMLAH 9.279.741.000 8.168.513.057 88.03 
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2. HASIL YANG DICAPAI 

Adapun hasil kinerja lainnya dari pelaksanaan Urusan Wajib Ketentraman, 

Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Semarang pada 

tahun 2020 adalah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 

Tahun 2016-2021. Pencapaian hasil-hasil kinerja tersebut di atas diperoleh 

melalui pelaksanaan program-program sebagai berikut : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 

2019 
TARGET  REALISASI % 

Cakupan pelayanan administrasi 

perkantoran 

100% 96.72% 96.72% 99.27% 

 

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah 

pemenuhan “Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran” sebesar 96.72% 

dari yang ditargetkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target ini karena 

rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada 

beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.  

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan 

penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 

jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional, jasa perbaikan 

peralatan kerja, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan, komponen 

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan rumah tangga, bahan 

bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman; rapat-
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rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah, serta belanja jasa 

penunjang administrasi perkantoran. 

 

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 

2019 
TARGET  REALISASI % 

Cakupan pelayanan sarana dan 

prasarana aparatur 

100% 98.81% 98.81% 100% 

 

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah 

pemenuhan “Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur” sebesar  

98.81% dari yang ditargetkan sebesar 100,00 %. Tidak tercapainya target ini 

karena rasionalisasi anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret 

sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.  

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan 

pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan rutin/ berkala 

kendaraan dinas/ operasional dan mebeluer dan Pengelolaan web site. 

 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja Dan Keuangan 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 

2019 
TARGET  REALISASI % 

Tertib pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

100% 100% 100% 100% 

 

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah 

pemenuhan “Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan” sebesar 100% dari 

yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian dari indikator ini sesuai dengan 

capaian pada tahun sebelumnya.  
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Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan 

Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu. 

 

4) Program Penanganan Bencana 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 

2019 
TARGET  REALISASI % 

Persentase pemenuhan bagi 

korban bencana 

97.35% 94.01% 96.56% 95,14% 

 
Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah 

“Persentase Pemenuhan Bagi Korban Bencana” sebesar 97.35% dari yang 

ditargertkan sebesar 94.01%. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi 

anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa 

kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.  

KEGIATAN YANG BERHASIL  

- Pusat pengendalian operasi 

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan 

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana, Pemeliharaan 

Sarana Dan Prasarana Bidang Kebencanaan, Penyediaan Logistik, Obat-obatan 

Dan Bantuan Korban Bencana, Penigkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap 

Darurat dan Pusat Pengendalian Operasi 

 
5) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 

2018 
TARGET  REALISASI % 

1 Persentase fasilitasi 

kelompok jejaring 

kebencanaan 

81,06 % 90.31% 111,41 % 65.92% 

2 Persentase kawasan 80% 80% 100 % 40,00% 
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rawan bencana yang 

didukung oleh EWS 

3 Persentase cakupan 

sarana prasarana 

kesiapsiagaan 

bencana 

92.70% 95.00% 102.48 % 85.36 % 

 

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah : 

1) Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar 90.31% dari 

yang ditargetkan sebesar 81,06 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian 

tahun 2019 sebesar 64,73 %. 

2) Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS sebesar 

80% dari yang ditargetkan sebesar 80%, Hal ini meningkat dibandingkan 

capaian tahun 2019 sebesar 40,00 %. 

3) Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 

95.00% dari yang ditargetkan sebesar 92.70%, Hal ini meningkat 

dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 85,36%. 

KEGIATAN YANG BERHASIL 

a) Pemetaan rawan bencana 

b) Pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (prb bk) 

c) Kelurahan Siaga Bencana 

d) Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 

e) Peringatan Dini/ EWS 

f) Sinergitas pembangunan kelembagaan bencana 

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan 

Pemetaan Rawan Bencana, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas 

(prb Bk), Kelurahan Siaga Bencana, Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi 

Potensi Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb, Peringatan Dini 

Bencana/ Ews dan Sinergitas Pembangunan Kelembagaan Bencana. 
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6) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana 

INDIKATOR KINERJA 

PROGRAM 

Tahun 2020 REALISASI 

TAHUN 2019 TARGET  REALISASI % 

Persentase cakupan 

pemulihan pasca bencana 

100% 88.33% 88.33% 99.17 % 

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah 

“Persentase cakupan pemulihan pasca bencana” sebesar 88.33% dari yang 

ditargetkan sebesar 100%. Tidak tercapainya target ini karena rasionalisasi 

anggaran karena Pandemi Covid-19 di bulan Maret sehingga ada beberapa 

kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.  

KEGIATAN YANG BERHASIL 

a) Fasilitasi pemberdayaan kehidupan sosial ekonomi dampak bencana 

b) Pelatihan kajian kebutuhan pasca bencana, 

c) Pemberdayaan masyarakat penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi 

Indikator kinerja tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan Kegiatan 

Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana, 

Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 

Bencana, Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat 

Bencana, Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan 

Rekonstruksi dan Pengelolaan Bantuan Korban Bencana. 

 

C. Permasalahan yang Dihadapi   

Target sasaran telah dapat terealisasi sesuai 

tingkat capaian yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan 

hambatan atau kendala dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran,  

a. Terbatasnya kualitas aparatur BPBD; 

b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi BPBD; 

c. Masih rendahnya pengetahuan teknis personil terhadap kesiapsiagaan dan 

resiko bencana; 

d. Kurangnya informasi atau peringatan dini yang mengakibatkan ketidaksiapan 

masyarakat dalam menghadapi bencana; 
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e. Upaya penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara terpadu. 

 

D. Solusi  

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (solusi) dalam mengatasi 

permasalahan tersebut antara lain : 

a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan 

Bencana; 

b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas 

pelaksanaan program dan kegiatan; 

c. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna 

mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran 

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/pasca bencana. 

d. Metode sosialisasi yang dijalankan mesti berubah sehingga dapat dipahami 

dan di terapkan; 

e. Pelatihan tanggap bencana yang melibatkan masyarakat daerah rawan 

bencana. 

 

E. Prestasi dan Penghargaan ---NIHIL--- 

 

 

  Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Pelaksana BPBD  

Kota Semarang 

 

 

 

Ir. A. Rudianto, M.T 
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FORMAT B 

 

VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Sinergitas Antar Lembaga Dalam Rangka Kesiapsiagaan 

Menghadapi Musim Penghujan Tahun 2020/2021 

 

Ruang Rapat Tangguh BPBD Kota Semarang 
19 November 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Kelurahan 

Ngesrep dan Srondol Kulon 

 

Kelurahan Ngesrep, 18 Februari 2020 

 

 

Kelurahan Ngesrep, 18-19 Februari 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Kelurahan 

Bendan Nduwur dan Bendan Ngisor 

 

Kelurahan Bendan Nduwur 11-12 Februari 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat   

 

BPBD Kota Semarang 26-27 November 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Monitoring Evaluasi Pelaporan Bencana  

 

Semarang, 28-29 Juli 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana 

 

Ruang Rapat Tangguh BPBD Kota Semarang, 29-30 September 2020 

 

 

 

 

VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 
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TAHUN ANGGARAN 2020 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Sistem Peringatan Dini / EWS TA.2020 

 

EWS Banjir DAS Bringin Kelurahan Wates TA.2020 

 

 

EWS Banjir DAS Bringin Kelurahan Wonosari TA.2020 

 

VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 
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TAHUN ANGGARAN 2020 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 

Sosialisasi EWS DAS Bringin TA. 2020 

 

Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 
28 November 2020 

 

 

Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang 
05 Desember 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN : Pemetaan Rawan Bencana Tahun 2020 

 

Paparan Hasil Akhir Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah 
Di Hotel Room Inc DP Mall 

07 Mei 2020 

 

 

Paparan Pemetaan Rawan Bencana 

Ruang Rapat Pusdatin BPBD Kota Semarang 

19 Maret 2020 
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VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

NAMA OPD : BPBD Kota Semarang 

KEGIATAN  : PRBBK Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana TA.2020 

 

Pembentukan KATANA Kelurahan Karangroto Kota Semarang 
21 Februari 2020 

 

 

Pembentukan KATANA Kelurahan Lempongsari Kota Semarang 
26 Februari 2020 

 

 

VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN  
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FORMAT D 

 

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 
A. Kerjasama Antar Daerah 

1.  Kebijakan dan Kegiatan 

a. Daerah yang diajak Kerjasama 

b. Dasar Hukum 

c. Bidang Kerjasama 

2.  Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

a. Nama Kegiatan 

b. SKPD Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah 

c. Sumber dan Jumlah Anggaran 

d. Jangka Waktu Kerjasama 

e. Hasil (output) dari Kerjasama 

3.  Permasalahan dan Solusi 

 

B.  Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 

1. Kebijakan dan Kegiatan 

a. Mitra yang Diajak kerjasama 

b. Dasar Hukum 

c.  Bidang Kerjasama 

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

a. Nama Kegiatan 

b. SKPD Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah 

c. Sumber dan Jumlah Anggaran 

d. Jangka Waktu Kerjasama 

3. Permasalahan dan Solusi 

 

C.  Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 

1. Kebijakan dan Kegiatan 

a. Forum Koordinasi 
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b. Mater i  Koord inasi  

c. Instansi Vertikal yang Terlibat 

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

a. Sumber dan Jumlah Anggaran 

b. SKPD Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di 

Daerah 

c.  Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan 

d. Hasil dan Manfaat Koordinasi 

e. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi 

3. Permasalahan dan Solusi 

 

D.  Pembinaan Batas Wilayah 

1. Kebijakan dan Kegiatan 

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 

a. Sengketa batas Wilayah (apabila ada) 

b. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian 

c. SKPD Penyelenggara Batas Wilayah 

3. Permasalahan dan Solusi 

 

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya 

a.  Bencana yang terjadi : 

1) Bencana Tanah Longsor 

2) Bencana Pohon Tumbang 

3) Bencana Banjir/ROB (air tergenang sementara) 

4) Bencana Kekeringan 

b.  Penanggulangannya : 

1) Bencana Tanah Longsor 
Tindakan awal adalah ditutup dengan terpal agar tidak terjadi 

longsor susulan. 

2) Bencana Pohon Tumbang 

Tindakan awal adalah menurunkan Pusat Pengendalian 

Operasi (PUSDALOPS) BPBD dan mengkoordinasikan 
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dengan instansi terkait dengan bencana pohon tumbang. 

3) Bencana Banjir/ ROB 

Tindakan awal adalah menurunkan Pusat Pengendalian 

Operasi (PUSDALOPS) untuk memberikan bantuan terhadap 

korban bencana. 

4) Bencana Kekeringan 

Tindakan awal adalah memberikan bantuan Air Bersih di 

daerah yang terkena dampak kekeringan. 

5) Rumah Roboh 

Tindakan awal adalah survei lokasi dan bantuan kebutuhan 

logistik untuk korban. Mengusulkan bantuan untuk kerusakan 

yang di derita. 

 

2. Status Bencana (Nasional, Regional/ Provinsi atau Lokal/ 

Kabupaten/ Kota) 

a. Status bencana lokal. 

3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

a. Sumber Dana dari APBD 

b. Jumlah Anggaran 

1) Program Penanganan Bencana 

Rp. 4.988.252.000 

2) Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana  

Rp.    680.145.000 

3) Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana 

Rp.    395.066.000 
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4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana 

a. Pusat pengendalian operasi 

b. Pemetaan Rawan Bencana dan Penyusunan Indeks Ketahanan 

Daerah  

c. Pemsangan “Early Warning System (EWS)” atau Peringatan Dini 

Bencana yang berada di Kelurahan Wates. 

d. Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 

Sosialisasi EWS DAS Bringin TA. 2020 

e. Pelaksanaan Forum Pengurangan Resiko Bencana dan 

Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRB BK), 

pengenalan bencana kepada dimulai dari jenjang sekolah. 

f. Meningkatkan kinerja posko siaga bencana selama 24 jam. 

g. Pembentukan masyarakat tanggap bencana melalui Kelurahan 

Tangguh Bencana di Kelurahan Karangroto dan Kelurahan 

Lempongsari. 

h. Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Kelurahan 

Bendan Nduwur, Bendan Ngisor, Kelurahan Ngesrep dan 

Srondol Kulon, 

i. Peningkatan SDM Rescue serta SDM KSB selama 2 hari diikuti 

80 peserta yang terdiri 10 perwakilan KSB dan 30 dari 

pusdalops. 

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat korban bencana 

secara cepat dan tepat sasaran. 

k. Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan secara 

optimal. 

l. Mengoptimalkan seluruh komponen dan potensi yang ada, baik 

komponen pemerintah maupun masyarakat. 

m. Kegiatan Sosialisasi tentang Kebencanaan di kelurahan Kota 

Semarang. 

n. Pembuatan dokumen Rencana Kontingensi Kebencanaan 

o. Peningkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat. 
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5. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi 

a. Tanah Longsor khususnya di daerah Kota Semarang Atas 

b. Banjir dan Rob 

c. Kekeringan 

d. Pohon Tumbang 

e. Rumah Roboh 

6. SKPD yang menangani bencana (Jumlah pegawai, kualifikasi 

pendidikan, pangkat dan golongan) 

 
F. Pengelolaan Kawasan Khusus 

1. Jenis Kawasan Khusus yang Menjadi Kewenangan Daerah 

2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (Pusat, Daerah, BUMN, Swasta 

dan atau Kerjasama) serta dasar hukum penetapannya 

3. Sumber Anggaran 

4. SKPD yang Menangani Bencana ( Jumlah Pegawai, Kualifikasi 

Pendidikan, Pangkat dan Golongan ) 

5. Permasalahan yang dihadapi dan Solusi 

 
G.  Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Gangguan yang Terjadi (Konflik berbasis SARA, Anarkisme, 

Separatisme, atau yang lainnya) 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani (Jumlah Pegawai, 

Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan) 

3. Sumber dan Jumlah Anggaran 

4. Penanggulangan dan Kendalanya 

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan 

   

Mengetahui dan menyetujui, 

Kepala Pelaksana BPBD  

Kota Semarang 

 

 

Ir. A. Rudianto, M.T 
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